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Abstract

This article examines the validity of commercial insurance.contracts (al-ta'min al-tijari)
from the perspective of muamalah figh, with a focus on the opinion of Rafiq Yinus Misri.
Insurance (ta'min) is.a contemporary muamalah system that is currently widespread in
modern economic practice. This insurance system is divided into two main forms, namely
social insurance (ta’min ta’awuni/takafuli) and commercial insurance.(ta’'min al-tijari).
While social insurance is agreed upon by the majority of scholars, the.legal status of
commercialdinsurance remains a subject of debate among scholars. Most contemporary
scholars reject commercial insurance because'it involves gharar, maisir, riba, and jihdlah.
Some scholars, including Rafiq Yiunus Misri, permit it because it involves public interest and
there are no invalidating elements in the contract. This study uses a conceptual approach
with a normative legal research type. The data in this article was obtained from primary
legal sources through library research, consisting of legal'books by Rafiq Yianus Misri, as
well as secondary legal sources from legal books and articles. The data analysis in this study
is descriptive-prescriptive. The analysis shows that the concept of insurance in the
perspective of muamalah figh is divided into two mainforms, namely ta'min al-ta'awuni
(social insurance) and al-ta'min al-tijari,(commercial insurance). Both are contemporary
forms of muamalah insurance contracts that-are notfound in classical literature, so the
legal discussion  of these forms only emerged from contemporary scholars (mu’dsirin).
There are three main viewpoints. First, scholars who reject both forms of insurance because
they contain elements of gharar, riba, and maisir. Second, scholars who permit social
insurance but reject commercial insurance. Third, scholars who permit both. Rafiq Yinus
MisrT belongs to the third group. Rafiq Yinus Misri argues that the elements deemed to
invalidate the contract in commercial insurance are irrelevant. According to Misri, the
difference between social insurance and commercial insurance lies solely in the motivation
for profit (ribh), which is permissible as long as it provides benefits. Based on the principle
of maslahah, commercial insurance provides benefits for both participants and the
managing company, making it valid contract permissible under contemporary Islamic law.
Keywords: Commercial Insurance, Al-Ta'min Al-Tijari, Muamalah Jurisprudence.

Abstrak
Artikel ini mengkaji keabsahan akad asuransi komersial (al-ta’'min al-tijari) perspektif
fikih muamalah, dengan fokus pendapat Rafiq Yiinus Misri. Asuransi (ta’'min) merupakan
sistem muamalah kontemporer yang saat ini berkembang luas di dalam praktik ekonomi
modern. Sistem asuransi ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu asuransi sosial
(ta’min ta’awuni/takafuli) dan asuransi komersial (ta’min al-tijari). Meski asuransi sosial


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1594650391
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1594650391

AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOIL: http:/ /doi.org/

disepakati keabsahannya oleh mayoritas ulama, tetapi status hukum asuransi komersial
masih menjadi perdebatan ulama. Sebagian besar ulama kontemporer justru menolak
asuransi komersial karena mengandung gharar, maisir, riba, dan jihalah. Sebagian ulama
termasuk Rafiq Yanus Misri, membolehkannya karena mengandung kemaslahatan, dan
tidak ada unsur pembatal akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau
conceptual approach dengan jenis penelitian hukum normatif. Bahan data dalam artikel
ini diperoleh dari bahan hukum primer dari studi kepustakaan (library research) terdiri
dari buku-buku hukum karya Rafiq Yiinus Misri, kemudian bahan hukum sekunder dari
buku-buku dan artikel hukum. Analisis data penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep asuransi dalam perspektif fikih muamalah
dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu ta’min al-ta’awuni (asuransi sosial) dan al-ta’min
al-tijari (asuransi komersial). Keduanya merupakan bentuk kontrak asuransi muamalah
kontemporer yang tidak ditemukan dalamditeratur klasik, sehingga pembahasan hukum
tersebut hanya muncul dari ulama kentemporer (muw dsirin). Ada tiga corak pandangan.
Pertama, ulama yang menolak’kedua bentuk asuransi karena mengandung unsur gharar,
riba, serta maisir. Kedua, para ulama yang membolehkan asuransi sosial namun menolak
asuransi komersial. Ketiga, ulama yang membolehkan keduanya:Rafiq Yiinus Misri ialah
termasuk dalam kelompok ketiga. Rafiq Yanus Misri menilaibahwa unsur yang dianggap
membatalkan akad dalam asuransi komersial tidak relevan. Menurut Misri, perbedaan
asuransi sosial’dengan asuransi komersial hanya terletak kepada motivasi keuntungan
(ribh), yang:sah selama memberikan manfaat. Berdasarkan prinsip maslahah, asuransi
komersial memberi kemaslahatan bagi peserta dan juga perusahaan pengelola, sehingga
layak dinilai sebagai akad yang sah dan dibolehkan dalam hukum Islam kontemporer.
Kata Kunci: Asuransi Komersial, Al-Ta’min Al-Tijari, Fikih Muamalah.

PENDAHULUAN

Menurut fikih muamalah, asuransi disebut dengan al-ta'min, al-takaful, ataupun al-
tadamun. Ta’min'dalam fikih muamalah digunakan pada saat seseorang. membayar atau
menyerahkan uang cicilan untuk dirinya ataupunahli warisnya mendapat sejumlah uang
sebagai ganti rugi akibat terjadinya peristiwa yang tercantum dalam perjanjian.* Takaful
dalam fikih muamalah berarti kegiatan saling memikul risiko di antara sesama anggota
sehingga antara satu anggota.dengan.anggota yanglain.menjadi penanggung risiko atas
kejadian yang terjadi pada anggotanya. Sementara itu, tadamun juga bermakna tindakan
saling menanggung dengan tujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa yaitu
musibah yang dialami.?

Sistem asuransi ini memiliki dua bentuk, yaitu asuransi komersial atau ta’min tijari
dan asuransi koperasi dan saling menanggung atau ta’min ta’awuni/al-takafuli. Maksud

dari ta’min tijari atau asuransi komersial adalah sebuah kontrak antara tertanggung dan

1Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operational (Jakarta:
Gema Insani Press, 2016), 26-27.

2Rini Cahyandari, Neng Hani Rahmawati, dan Irwan Girana, Asuransi Syariah Model Integrasi dengan
Python (Jakarta: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024), 16.
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perusahaan asuransi, pihak pertama diharuskan membayar pada pihak kedua angsuran
keuangan (premi) yang ditentukan atau sekaligus sebagai imbalan untuk menanggung
akibat dari satu risiko yang diperbolehkan untuk diasuransikan dengan membayar pada
tertanggung atau penerima asuransi sejumlah kompensasi finansial apabila risiko yang
diasuransikan terhadapnya dapat terwujud. Sementara itu, maksud dari ta’min ta’awuni
atau asuransi sosial merupakan partisipasi atau keikutsertaan sekelompok individu atas
sejumlah harta tanpa tujuan keuntungan, berdasarkan tabarru’ (saling tolong menolong)
dan ditujukan untuk memberi suatu kompensasi kepada mereka yang terkena musibah.
Dinamakan asuransi ta ‘awuni karena tujuannya adalah tolong menolong menolak risiko,
bukan profit dan keuntungan materi.?

Dalam perspektif hukum (fikih), ulama kontemporer bersepakat bahwa al-ta’min
al-ta’awunti (asuransi sosial) dibolehkan. Mekanismenya ialah para pihak selaku anggota
asuransi saling menanggung biaya kerugian yang dialami anggota dengan menggunakan
akad sosial dan saling menolong, sehingga akad yang digunakan di dalam asuransi ta’min
ta’awuni adalah akad sosial atau tabarru’, yaitu saling tolong menolong di antara masing-
masing anggotanya. Namun begitu;, untuk konteks ta‘min al-tijari (asuransi komersial),
para ulama berbeda pendapat status hukumnya.

Sebagian besar ulama kontemporer mengharamkan/melarang asuransi komersial
(ta’'min al-tijart). Alasannya karena dalam asuransi komersial adanya unsur gharar
(ketidakpastian) dalam akad, adanya maisir ataujperjudian dan bersifat spekulatif, ada
unsur ghaban (ketidakseimbangan) antara premi yang harus dibayar di setiap waktunya
dengan kemungkinan risiko yang diterimaoleh.-para anggota, ada unsur riba (fadl dan
nasi’ah) sebab ada penambahan manfaat yang diterima oleh pihak perusahaan asuransi,
dan adanya pembodohan atau ai-jihalah.* Ulama-ulama yang mengharamkan ta’min al-
tijari seperti Wahbah Al-Zuhaili,> Muhammad Al-Zuhaili (saudara Wahbah Al-Zuhaili),
Yisuf Al-Qaradawi,® dan lainnya.

Sebagian ulama kontemporer yang lainnya justru memperbolehkan ta’min al-

tijari. Di antara alasannya ialah: Pertama, akad asuransi komersial atau ta’min al-tijari

3Atep H. Waluya, Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2025), 43-44.

4Muhammad Al-Zuhaili, Al-Ta’min ‘ala Al-Duyiin fi Al-Figh Al-Islami (Kuwait: Jami’ah Al-SyarT'qah,
2006), 14.

SWahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, ]ilid 5, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
(Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 67.

oYusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam,
2017),409-414.
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adalah salah satu akad yang baru yang belum dikenal di dalam periode klasik, sementara
umat muslim dibolehkan melakukan muamalah yang baru karena satu kebutuhan,
ketentuan hukum asal sesuatu dibolehkan. Kedua, menganalogikannya (giyds) dengan
beberapa akad yang sudah disyariatkan dalam Islam, di antaranya adalah analogi
terhadap sistem ‘dgilah pada hukum pemberian diat dalam masalah pembunuhan,
analogi terkait akad muwalat (perwalian) seseorang yang tidak jelas jalur perwaliannya
dan mewalikan dirinya kepada orang lain, serta mewariskan hartanya kepada penerima
wali tersebut, analogi terhadap asuransi sosial karena sistem pelaksanaannya tidak
memiliki perbedaan yang signifikan analogi terhadap pendapat ulama kalangan
Hanafiah tentang memberi uangkepada penjamin saat.ada bahaya dalam perjalanan.
Ketiga, adanya kemaslahatan (maslahah). Keempat, menganalogikan dengan ta’min al-
ta’awuni. Ulama yang mengambil pandangan ini ialah Mustafa Al-Zarqa, ‘Ali Al-Khafif,
Muhammad Salam Madkiir, Muhammad bin Al-Hasan Al-Sa’alabi, Abdurrahman ‘s3,
Yusuf Musa, ‘Isawi Ahmad, Rafiq Yianus Misri, Abdullah bin Zaid Alu'Mahmid, dan
diputuskan pula oleh Dewan Syariah Perbankan Syariah Al-Rajihi di Riyadh, Arab Saudi.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa.ulama masih belum padu mengambil
kesimpulan hukum terkait asuransi komersial (al-ta’'min al-ta’awuni). Pandangan ulama
yang membolehkan asuransi komersial cenderung menarik untuk dikaji lebih jauh sebab
menyelisihi pendapat mayoritas ulama, di samping praktiknya cukup banyak ditemukan
saat ini, baik dalam perusahaan asuransi yang secara khusus beroperasi.dalam masalah
perasuransian, maupun perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, di
antaranya di showroom motor ataupun mobil; dan bahkan di perusahaan perbankan dan
koperasi yang telah berkembang saat ini.

Penelitian ini bertujuanuntuk menelitilebihjauhterkaitalasan hukum, khususnya
menganalisis pandangan Rafiq Yonus Misri, dia merupakan salah satu profesor bidang
hukum serta seorang peneliti yang berasal dari Damaskus, Suriah. Menurut Rafiq Yinus
Misr, terkait sistem operasional, ada kesamaan ta’'min tijari dengan ta’min al-ta’awunti,
yaitu dalam masalah akad penjaminan, dan di dalamnya ada biaya yang harus dibayar.
Namun perbedaannya adalah terkait keuntungan. Jika dalam akad al-ta’min al-tijart ada
motivasi mencari keuntungan maka di dalam akad al-ta’min al-ta’awuni/al-takafuli tidak

bertujuan untuk mencari keuntungan. Karena itu, al-ta’min al-tijari diperbolehkan sebab
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boleh mengambil keuntungan dalam suatu proses hukum muamalah, dan di dalam akad
tersebut tidak ada unsur perusak akad seperti gharar, riba, perjudian, dan lainnya.”

Rafiq Yanus Misr1 berpendapat bahwa asuransi komersial (ta’min tijari) memiliki
kesamaan dengan asuransi sosial, bedanya adalah dalam asuransi sosial, tidak ada
keuntungan, sementara di dalam asuransi komersial ada keuntungan. Dalam Islam,
mencari keuntungan tersebut diperbolehkan.® Menurut Rafiq Yanus Misri, sistem
asuransi ialah salah satu katalisator pengambilan risiko. Jika seorang muslim kehilangan
pekerjaannya dan terkena pandemi atau bencana, ia tidak ditinggalkan dengan sia-sia,
tapi menerima bantuan, penghiburan dari masyarakat dan negara. Saat ini, umat Islam
tertarik untuk menemukan formula asuransi koperasi modern yang tidak hanya
menjamin orang dari kemiskinan, juga dari bahaya, mengembalikan mereka ke tingkat
kekayaan dan efisiensi produksi.’

Rafiq Yunus Misri menilai akad asuransi kontrak untuk bisa menggapai keamanan
dan adanya kompensasi di dalamnya. Asuransi dengan apa pun jenisnya membutuhkan
biaya, karena itu yang terpenting dalam aplikasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan,
mencapai keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan para pihak, baik penanggung,
tertanggung maupun bagi penerima manfaatnya.*

Dilihat di dalam praktik di Indonesia, asuransi komersial ini banyak jenisnya dan
cakupannya luas, mulai dari asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, maupun dalam bidang
asuransi kendaraan bermotor. Misalnya, PT. Allianz Life Indonesia, PT. Prudential Life
Assurance, PT.'/AXA Mandiri Financial Services dan yang lainnya yang bergerak di bidang
asuransi jiwa dan kesehatan. Pola operasionalnya‘'adalah pihak nasabah yang mendaftar
di dalam asuransi tersebut membayar premi bulanan. Ketika sakit, atau terjadi musibah
kematian, nasabah atau ahli warisnya dapat menggunakan asuransi untuk menanggung
biaya rumah sakit serta biaya yang lainnya sesuai yang telah diperjanjikan. Perusahaan
asuransi akan membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis. Di dalam hal ini, nasabah
hanya mendapatkan dana asuransi pada waktu sudah terjadi risiko sesuai asuransi yang

diikuti.

7Rafiq Yunus Al-Misri, Al-Khatar wa Al-Ta’min: Hal Al-Ta’min Al-Tijari Ja’izun Syar’an (Damaskus: Dar
Al-Qalam, 2001), 51-52.

8Rafiq Yunus Al-Misri, Figh Al-Mu’admalat Al-Maliyyah (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), 278-279.

9Rafiq Yunus Al-Misri, Usiul Al-Iqtisad Al-Islami (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2010), 116.

10Rafiq Yunus Al-Misri, Buhis fi Al-Iqtisad Al-Islami (Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2009), 296-297.
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Di bidang kendaraan bermotor, banyak perusahaan asuransi komersial misalnya
Asuransi Astra Buana, Sompo Insurance dan lainnya. Perusahaan tersebut menawarkan
berbagai jenis asuransi kendaraan bermotor termasuk asuransi untuk skema all risk dan
skema TLO (total loss only). Kontrak asuransi kendaraan bermotor ini biasanya dibatasi
untuk masa tertentu pemakaian kendaraan. Untuk skema all risk (misalnya kerusakan
sebab kecelakaan, kebakaran, kehilangan sebab pencurian atau lainnya), pada umumnya
hanya dalam jangka waktu 1 tahun pemakaian kendaraan. Artinya, selama dalam masa
satu tahun tersebut terjadi risiko kecelakaan ataupun lainnya, maka pihak perusahaan
akan menanggung seluruh biayanya. Namun sebaliknya, jika dalam masa tersebut tidak
mengalami risiko kategori all risk;biaya asuransi tidakilagi dapat digunakan nasabah.

Sistem asuransi pada berbagai produk muamalah memerlukan berbagai
penyesuaian terutama mengenai akad yang digunakan, pemenuhan prinsip syariah di
dalamnya. Di Indonesia, aturan tentang asuransi diatur di dalam beberapa peraturan, di
antara dalamketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian, yang keduanya mengatur perusahaan asuransi dapat menjalankan
usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan kewajiban /memisahkan unit usaha
syariah dari konvensional. Secara lebihspesifik, ketentuan atas asuransi syariah di
Indonesia, termasuk tentang.akad-akadnya juga diatur.dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)< No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah; Fatwa BSN-MUI No. 53/DSN-MUI/II1/2006 Tentang
Akad Tabarru’. Artinya, spesifikasi hukumstentang asuransi syariah di Indonesia telah
mendapat legalitas secara hukum, mulai dari akadnya, hingga proses, prosedur dan pola
pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip-syariah:

Secara praktis, ada beberapa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum
tetap yang intinya menyebutkan bahwa ada praktik asuransi syariah yang dilaksanakan
oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dalam Putusan No:
426/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam putusan ini kegiatan asuransi dinilai tidak mencerminkan
prinsip keadilan dan transparansi di dalam akad syariah seperti akad wakalah dan akad

tabarru’** Selain itu, ada juga Putusan Pengadilan No: 7/Pdt.G/2023/PTAJK, Banding

11Linggar Ekapaksi dan A. M. Hasan Ali, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi
Syariah,” Jurnal Paradigma Vol. 19, no. 2 (Agustus 2022): 25-40, https://doi.org/10.33558/paradigma.
v19i2.4571.
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atas Putusan PA Jakarta Pusat No. 1228/Pdt.G/2022/PA.JP. Inti kasus tentang sengketa
terkait produk asuransi syariah yang dinilai tidak sesuai dengan akad yang dijanjikan.
Implikasi syariah dalam putusan ini ialah praktik perusahaan dinilai tidak sesuai dengan
prinsip syariah yang dijanjikan dalam akad, sehingga merugikan peserta asuransi.? Hal
ini menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran terhadap prinsip syariah terjadi pada
perusahaan-perusahaan asuransi.

Meski begitu, tidak sedikit perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia
dengan menerapkan sistem operasional syariah. Metode atau bentuk asuransinya ialah
bukan komersial, tetapi sosial. Dana iuran.dari,para nasabah yang tidak digunakan untuk
mengklaim risiko dialihkan untuk dana sosial atau disebut dana tabarru’. Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka artikel ini hendak menganalisis lebih mendalam mengenai

alasan-alasan argumentatif.yang dibangun oleh Rafiq Yunus Misri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu
sebagai pendekatan yang beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai
dengan isu-isu hukum (legalissue) yang sedang diteliti, sehingga doktrin dan pandangan
hukum tersebut dapat dijadikan bahan.dasar menganalisis isu hukum yang dengan
diteliti.® Isu hukum di dalam kajian ini adalah isu hukum menyangkut asuransi
komersial (ta’'min al-tijari) perspektif fikih muamalah; yang berfokus kepada pandangan
Rafiq Yunus Misri. Jenis penelitian.iniadalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
hukum doctrinal yang menelusuri serta, mengkaji bahan-bahan pustaka yang berupa
pandangan ahli hukum,* kemudian data pustaka lainnya yang mengulas pembahasan
terkait objek penelitian khususnya.mengenai-asuransi-komersial (al-ta’'min al-tijari)
perspektif fikih muamalah: studi pendapat Rafiq Yinus Misri.

Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data yang diperoleh dari

bahan hukum yang terdiri dari sumber-sumber tertulis,”> baik berbentuk pendapat

12Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Memeriksa dan Mengadili pada Tingkat Banding dalam Sidang
Musyawarah Majelis Telah Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Asuransi Syariah, Putusan Nomor 7 /Pdt.G/
2023/PTAJK (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2023). https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/
dokumen_putusan/1785.pdf.

13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
133.

14Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018), 149.

15Efendi dan Ibrahim, 149.
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hukum dari Rafiq Yunus Misri, di antaranya adalah kitab Al-Khatar wa Al-Ta’min: Hal
Al-Ta’min Al-Tijari Ja’'izun Syar’an, kitab Figh al-Mu’amalat Al-Maliyyah, kitab Usul Al-
Igtisad Al-Islami, kitab Buhts fi Al-Iqtisad Al-Islami dan kitab-kitab Rafiq Yinus Misri
lainnya. Kemudian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer, di antaranya kitab Wahbah Al-Zuhaili, Figh Al-Islami wa
Adillatuh, Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ala AI-MaZzahib Al-
Arba’ah dan kitab lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat
melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah kamus hukum, bahasa,
ensiklopedia dan jurnal.

Data penelitian dalam artikel ini dikumpulkansdengan mencari bahan hukum
yang sudah ditentukan sebelumnya dengan cara survey book atau library research,
selanjutnya data tersebut, dianalisis secara kualitatif, bersifat prescriptive-analysis,
berhubungan epat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya,
sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan diungkapkan kembali
sesuai ideal hukum.'® Di dalam konteks ini, analisis preskriptif bermaksud untuk
menganalisis pandangan-pandangan-hukum tentang-asuransi komersial (al-ta’min al-

tijari) perspektif fikih muamalah dalam pandangan Rafiq Yinus Misri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asuransi

Perjanjian atau kontrak asuransimerupakan akad yang banyak dikembangkan di
negara-negara modern dewasa ini. Tujuannya untuk mengatasi risiko-risiko yang akan
dialami manusia kemudian hari yang berupa pertanggungan dari satu pihak pada pihak
yang lain berdasarkan persyaratan yang telah.disepakati-Perjanjian atau akad asuransi
jalah kerja sama yang di dalamnya terdapat kontrak tanggungan antara satu
perusahaan asuransi dengan anggota atau peserta asuransinya. Istilah asuransi,
berasal dari bahasa Inggris, insurance berarti jaminan.”” Dalam bahasa Belanda disebut
dengan verzekering (pertanggungan). Istilah ini kemudian berkembang menjadi

assuradeur (penanggung), dan geassureerde (tertanggung).’® Istilah insurance kemudian

16Marzuki, Penelitian Hukum..., 41.

17John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1992), 326.

18Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), 237.
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diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi salah satu kata baku dan digunakan
dalam peraturan perundang-undangan. Istilah asuransi dimaknai pertanggungan
(perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak
lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran
sekiranya terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai
dengan perjanjian yang dibuat).!® Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah asuransi sering
disebut dengan takaful, ta’min, dan tadhamun, kesemuanya berarti menanggung atau
saling menanggung.?®

Menurut istilah, kata asuransi<punya beragam rumusan di antaranya
dikemukakan Robert I. Mehr, dirdalam kutipan Muhammad Syakir Sula, asuransi yaitu
suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang
berisiko supaya kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat
diprediksi itu kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional antara semua
unit-unit dalam gabungan tersebut.** Menurut Abdul Manan, asuransitadalah usaha
saling tanggung menanggung antara sesama manusia, (dalam asuransi syariah)
didasari asas saling tolong menolong-dalam kebaikan-dengan saling menanggung dana
yang bernuansa sosial dan ditujukan ‘untuk menanggung risiko. Pihak perusahaan
asuransi hanya sebagai fasilitator, (dalam asuransi konvensional) perusahaan dan
peserta asuransi saling menanggung, dan yang diuntungkan hanya satu pihak saja.??
Jadi, terdapat perbedaan mendasar antara asuransi Islam (asuransi syariah) dengan
asuransi konvensional. Letaknya pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Di
dalam Islam, dana yang menjadi“iuran-.dipandang sebagai dana sosial untuk
kepentingan para anggota. Menurut Andri Seemitra; dalam asuransi syariah, setiap
peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain
dengan proses menyisikan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru’.

Bentuk akad yang digunakan harus disesuaikan dengan prinsip syariah, artinya tidak

19Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix,
2012), 104.

20Manan, Hukum Ekonomi Syariah..., 237.

21Sula, Asuransi Syariah..., 26.

22Manan, Hukum Ekonomi Syariah..., 238-239.
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ada unsur zalim (zhulm), riba, penipuan dan ketidakjelasan dalam akad (gharar) dan
unsur pembatal akad lainnya.?®

Dalam Islam, asuransi (khususnya asuransi syariah), disebut dengan ta’min, atau
takaful dan tadhamun. Mengingat peristilahan asuransi ini baru dikenal dalam konteks
hukum Islam, hal ini telah disinggung oleh Ali Mahmud, bahwa asuransi atau ta’min al-
ijtima’i merupakan ketentuan baru yang belum dan tidak dikenal dalam syariat Islam.?*
Menurut Wahbah Al-Zuhailj, istilah asuransi atau al-ta’min dan al-takaful merupakan
istilah baru yang muncul pada abad 14 Masehi. Makna asuransi atau ta’min menurut Al-
Zuhaili dibedakan menjadi dua konsep, yaitwasuransi kooperatif dan asuransi dengan
bayaran atau premi tetap. Asuransi kooperatif adalah asuransi beberapa orang sepakat
agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan
tujuan untuk memberi kompensasi bagi anggota yang terkena, musibah tertentu.
Asuransi dengan bayaran tetap adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberi
bayaran tertentu diberi jaminan keamanan (asuransi) kepada pihak pemberi asuransi.
Adapun pihak pemberi asuransi ialah sebuah perusahaan asuransi yang terdiri dari
sejumlah orang yang memiliki saham tertentu.?> Al-Zarqa menyatakan asuransi adalah
sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia di dalam menghindari
risiko ancaman bahaya beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan
kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya." Sistem asuransi ini sistem
ta’awwun dan tadamun yang bertujuan menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau
musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah
tersebut pergantian tersebut berasal dari premi-mereka.?®

Landasan hukum asuransi dalam. Islam pada dasarnya tidak memiliki dasar
hukum yang rinci terutama dalam Alquran dan hadis.*” Artinya bahwa dalam dua
sumber utama hukum Islam ini tidak menjelaskan secara tegas mengenai hukum
asuransi baik itu boleh maupun tidak boleh. Hal ini—sekali lagi—karena asuransi relatif

baru di dalam konteks muamalah Islam. Karena itu pula, untuk menentukan apakah

23Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017),251; Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Figh Muamalat, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2015), 235-236.

24‘Abd Al-Latif Mahmud Ali Mahmid, Ta’min Al-Ijtima’i fi Dau’ Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, (Beirut: Dar
Al-Nafa'is, 1994), 416; Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., 105.

25A1-Zuhaily, Al-Figh Al-Islami..., 105.

26M. Ma'ruf Abdullah, Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 166.

27Gibtiah, Fikih Kontemporer, 1, Cet. 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 87.
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asuransi haram atau halal, dilegalkan atau tidak, tergantung kepada hadir tidaknya
unsur-unsur yang membatalkan dan membolehkan. Berbicara tentang dasar hukum
asuransi dalam Islam tentunya tidak ditemukan dasar hukum yang khusus, tetapi
asuransi syariah yang berkembang berlaku di dunia Islam saat ini selalu merujuk
kepada dalil yang bersifat umum. pada umumnya, asuransi baru dikatakan memenubhi
nilai syariah bila operasional yang ada di dalamnya tidak menyalahi ketentuan hukum
Islam. Rujukan utama yang menjadi legalitas asuransi syariah menurut para ulama
adalah QS. Al-Maidah ayat 2, yang potongan ayatnya adalah sebagai berikut:

mglsadly A e st V5 s 51 e e

“..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”. (QS. Al-Maidah:
2).

Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama. Menurut Imam
Al-Tabari mengemukakan bahwa makna saling tolong menolong dalam kebaikan di
dalam ayat'di atas adalah idealnya harus saling menolong di antara sesama di dalam
kebaikan, yakni melaksanakan perintah Allah Swt. Sebaliknya larangan terhadap saling
menolong dalam berbuat desa, yakni dalam hal meninggalkan perintah dari Allah Swt.?®
Imam Al-Qurtubl mengutip pernyataan, Al<Akhfasy, bahwa ayat di atas terputus atau
terpisah dari ayat sebelumnya. Perintah  untuk saling tolong menolong dalam
mengerjakan kebajikan dan takwa merupakan perintah kepada seluruh manusia, saling
menolong dan berusaha mengerjakan .apa yang Allah perintahkan dan
mengaplikasikannya.?

Pada waktu melakukan suatu-usaha-ataubisnis;Islam menganjurkan untuk saling
menolong dalam kebaikan, bahkan unsur tolong menolong tersebut bisa dijadikan satu
akad, khususnya di dalam asuransi. Dalam praktiknya asuransi, sikap kerelaan anggota
(nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dana agar digunakan sebagai dana
sosial (tabarru’).®®

Dalil umum lainnya merujuk kepada QS. Al-Hasyr ayat 18:*

Y

53a L S A0 AR 8 S a3 B B sl 20084 S €T

28]bn Jarir Al-Tabari, Jami’ Al-Bayan ‘an Ta'wil Ayy Al-Qur’an, (Terj: Amir Hamzah, dkk), (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2009), 289-290.

29Ab1 Bakr Al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam,
2009), 114.

30Sula, Asuransi Syariah..., 27.

31Sula, 27.
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“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap
orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan
bertakwalah pada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu
kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat ini berisi anjuran supaya manusia mempersiapkan diri di dalam hidup.
Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa maksud untuk hari esok dalam bunyi ayat di atas
adalah hari kiamat. Sebab, orang-orang Arab mengiaskan masa yang akan datang
dengan esok.?? Kata “esok” seperti tersebut di atas sebagai peringatan bahwa kiamat
sudah dekat. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa kiamat telah dekat sehingga
Allah menjadikan hari kiamat itu seperti esok hari. Semua yang akan datang ialah
sesuatu yang dekat, dan juga kematian itu merupakan-hal yang pasti akan datang.

Perintah mempersiapkan hari depan bisa dalam bentuk mempersiapkan diri jika
dimungkinkan terjadi musibah ke depan.®* Praktik asuransi adalah salah satu bentuk
bisnis untuk mempersiapkan diri berupa finansial dengan melakukan kerja sama
dengan perusahaan asuransi sehingga kemungkinan adanya musibah dan risiko yang
dihadapi ke depan mudah untuk ditangani dan diselesaikan. Di sini, pola operasional
dijalankan 'oleh perusahaan asuransi syariah-harus bisa mengakomodasi prinsip-
prinsip syariah.

Ayat lainnya yang juga relevan untuk konteks asuransi ini adalah QS. Al-Quraisy
ayat 4 yang menyebutkan perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.
QS. Al-Quraisy ayat 4 ini menunjukkanbahwa yang'memberikan makankepada mereka
setelah sebelumnya merasa Kkelaparan® Artinya, perintah Allah untuk saling
melindungi dalam keadaan susah;. tujuannya. untuk melindungi kepentingan,
kemaslahatan manusia. Selain itu, dasar hukum asuransi berikutnya adalah riwayat Al-
Bukhari dari Abu Nu’aim, yang menyebutkan tentang meninggalkan ahli waris dalam
keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan ahli waris dalam kondisi miskin.
Dalam hak ini Nabi Muhammad Saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan
terjadi pada masa mendatang yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang
harus diperlukan untuk kehidupan masa yang akan datang. ini bersesuaian dengan

pelaksanaan operasional pada asuransi. Organisasi asuransi mempraktikkan nilai yang

32A1-Qurtubi, Jami’ li Ahkam..., Jilid 18, 315.

33A1-Qurtubi, Jilid 18, 315.

34Wirdyaningsih dkk. Bank dan Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005), 190.

35A1-Qurtubi, Jami’ li Ahkam..., Jilid 20, 783.
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terkandung di dalam hadis dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang
iuran (premi) sebagai tabungan dan dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat
terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau
kecelakaan diri.*® Selain itu, Rasul Saw juga memberi tuntunan kepada manusia supaya
selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya
langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt.*’

Hukum asuransi syariah dalam Islam juga merujuk kepada hukum agilah (denda)
yang dilaksanakan oleh Umar Ibnu Khattab. Kesepakatan tersebut tampak dengan tidak
ada sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah. Agilah merupakan iuran dana
yang dilaksanakan oleh keluarga'dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang
yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Penanggung
pembayaran ialah kelompok keluarga, karena si pembunuh merupakan anggota dari
kelompok tersebut.*®

Perspektif historis tentang hukum agilah berkembang di masa sahabat terutama
masa Umar. Di waktu itu, pemerintah mendorong penduduk untuk melaksanakan
agilah secara nasional. Pada masa pemerintahan Umar, ia memerintahkan didirikannya
sebuah Diwan Al-Mujahidin di beberapa wilayah. Siapa 'saja yang namanya tercatat
dalam Diwan Mujahidin harus membayar uang darah akibat melakukan pembunuhan
yang dilakukan orang pada suku mereka. Konsep asuransi di dalam Islam terus
berkembang. Pada abad ke-19, seorang ahli hukum Mazhab Hanafi, yaitu Ibn Abidin
mendiskusikan ide asuransi dan juga dasar<dasar hukumnya. Ibn Abidin adalah orang
pertama yang melihat asuransi sebagai'sebuah:lembaga resmi, bukan sebagai praktik
adat pada masyarakat. Diabad 20, ahli Hukum Islam, Muhammad Abduh mengeluarkan
dua fatwa yang melegalkan praktik asuransi. Di dalam fatwanya Abduh menggunakan
beberapa sumber untuk menyatakan mengapa ia membolehkan praktik asuransi jiwa.
Salah satu fatwanya ialah memandang hubungan di antara pihak tertanggung dan pihak
asuransi sebagai kontrak mudharabah, fatwa yang lain melegitimasi sebuah model

transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.*

36Wirdyaningsih dkk., Bank dan Asuransi..., 239.

37’Muhammad Amin Suma dan lim Qo’imudin Amin, Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis,
Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis, (Jakarta: Amzah, 2020), 133.

38Wirdyaningsih dkk., Bank dan Asuransi..., 191.

39Uswatun Hasanah, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,” Asy-Syir‘ah: Jurnal [Imu Syari’ah Dan
Hukum, Vol. 47, no. 1 (Januari 2013): 1, https://doi.org/10.14421 /ajish.v47i1.63.
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Secara khusus, pelaksanaan asuransi dalam Islam haruslah menghindari
berbagai unsur yang dapat membatalkan akad syariah yaitu harus menghindari unsur
riba, gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan), zalim (zulm), maysir (judi), dan
pemaksaan (ikrah). Secara konseptual, asuransi mempunyai beberapa bentuk. Dilihat
dari aspek produknya, asuransi terdiri dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi
kecelakaan, dan juga asuransi kesehatan. Sementara itu, dilihat dari pola
operasionalnya, jenis asuransi secara umum dibagi ke dalam dua bentuk yaitu asuransi
sosial dan asuransi komersial.

1. Asuransi sosial atau disebut juga dengan asuransi kooperatif dan dalam
perspektif Islam disebut«ta’min al-ta’awuni, yaitu akad derma yang konsep
kerjanya bersifat keanggotaan kelompok orang, berorientasi dan juga dimotivasi
oleh rasa saling bantu-membantu serta tolong-menolong, dalam kebajikan.*
Sistem kerjanya ialah bagi masing-masing anggota menyerahkan sejumlah uang
secara_suka rela. ‘Ali Ahmad Al-Salus menyebutkan istilah asuransi ini dengan
sebutan ta’min ta’awuni atau ta’min tabaduli dan al-ta’'min al-Islami* Asuransi
dalam bentuk sosial sama sekali tidak -mempunyai orientasi bisnis dan juga
mencari keuntungan. Menurut Sa’tdd Abdul Azim, ta'min al-ta’awuni termasuk ke
dalam akad tabarru’ (suka rela) yang memiliki maksud untuk membangun kerja
sama dalam upaya menghindari bahaya bencana atau kecelakaan.*?

2. Bentuk kedua adalah asuransi kemersial dalam istilah fikih Islam'disebut dengan
ta’min al-tijari.*® Asuransi komersial ' adalah asuransi yang berkaitan dengan
niaga, atau perdagangan atau-pertukaran ‘harta. Al-Zuhaill menyatakan bahwa
perjanjian asuransi komersial termasuk,dalam akad spekulatif dan untung-
untungan, khusus yang diterapkan perusahaan asuransi dengan premi dan
pembayaran uang tetap. Keterangan serupa dikemukakan Sa'id Abdul Azim
bahwa akad asuransi komersial mempunyai unsur judi dan sifatnya spekulatif

atau untung-untungan.*

40Al-Zuhaily, Al-Figh Al-Islami..., 81.

4VAll Ahmad Al-Salus, Al-Iqtisad Al-Islami wa Al-Qadaya Al-Fighiyyah Al-Mu’asirah, (Qatar: Dar Al-
Saqafah Al-Dihah, 1998), 371.

4253’id ‘Abd Al-‘Azim, Akhta’ Sya‘i’ah fi Al-Buyi’ wa Hukm Ba’du Al-Mu’amalat, (Terj: Iman Firdaus),
Cet. 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 5.

43Muhammad ‘USman Syubair, Al-Mu’amalat Al-Maliyyah Al-Mu’asirah fi Al-Figh Al-Islami, (Yordania:
Dar Al-Nafa'is, 2007), 87.

4453’id ‘Abd Al-‘Azim, Akhta’ Sya’i’ah fi Al-Buyi’..., 1.
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Terkait dengan bentuk kedua tersebut, ahli hukum Islam modern, masih berdebat
menjadi dua pendapat umum dalam menetapkan hukum asuransi. Sebagian
menetapkan keharamannya, sebagian lainnya menyatakan kebolehannya. Pihak yang
membolehkan perjanjian asuransi kemudian menamakannya dengan asuransi syariah,
yaitu asuransi yang terhindar dari unsur-unsur pembatal akad, seperti riba, gharar,

maisir dan lainnya.

Pendapat dan Alasan Argumentatif Rafiq Yiinus Misri Di Dalam Menetapkan
Hukum Asuransi Komersial (Al-Ta’min Al-Tijari).

Rafiq Yanus Misri dianggap sebagai salah satu ekonom Islam terkemuka, seorang
cendekiawan muslim«Rafiq Yunus Misri adalah profesor ekonomi Islam di universitas-
universitas Arab Saudi, seorang ahli, peneliti di dalam bidang tafsir, waris dan ilmu-ilmu
keislaman. Ila memenangkan Islamic Development Bank Award tahun 1417 H atau 1997
Beliau memiliki banyak publikasi tentang ekonomi Islam, perbankan Islam;zakat dan
lain-lain.** ' dalam bidang Ekonomi  Islam, ia memiliki banyak publikasi bidang
perbankan dan transaksi ekonomi, terutama pembentukan sistem ekonomi Islam.*

Di awal pembahasan artikel ini telahndiulas secara singkat bahwa para ulama
telah sepakat mengenai bolehnya asuransi sosial atau al-ta’'min al-ta’awuni, tetapi
ulama tidak padu'dalam menanggapi hukum asuransi’komersial atawal-ta'min al-tijari.
Dalam hal ini, Rafiq Yunus Misr1 merupakan salah satu tokoh yang secara tegas
membolehkan asuransi komersial yang oleh kebanyakan ulama kontemporer justru
menganulirnya. Bagi Rafiq Misri;-apa-pun-jenis-asuransi komersial, baik asuransi jiwa,
kendaraan, pendidikan, atau kesehatan dan lainnya, semua jenis asuransi komersial ini
diperbolehkan. Menurut Rafiq Yiinus Misri, bahwa antara al-ta’min al-ta’awuni dan al-
ta’min al-tijart berbeda di dalam sistem operasionalnya. Perbedaan antara asuransi
sosial dan asuransi komersial adalah bahwa asuransi sosial tidak bertujuan untuk
mencari keuntungan, adapun asuransi yang komersial bertujuan mencari untung. Rafiq

Misr1 justru menilai keduanya diperbolehkan secara syarak. Sebab, jika memang

4SMuhammad Umar Syabira, Mustaqbal 'llm Al-Iqtisad min Manzir Al-Islamt (Damaskus: Dar Al-Fikr,
2004), 1.
46Lutfl bin Hamad1 Al-’Amduni, Al-Bitaqat Al-Bankiyyah fi Figh Islami (TASQ Company, t.t.), 171.
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perbedaannya hanya pada sisi keuntungan saja, maka al-ta’'min al-tijari juga

diperbolehkan, hal ini ia tegaskan di dalam salah satu pendapatnya di bawah ini:#4?
Sae Gl ‘CJ b Y O3 g B & el s led ) ol Gal qu u“ dj"j BV
i o 2l S5 14 025 ) o) 50 5 Vs GBS )

“Namun perbedaan antara al-ta’min al-ta’awuni dan al-ta’min al-tljarz ialah
bahwa yang pertama tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan yang
kedua bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila hanya perbedaan ini yang
tersisa di antara keduanya, maka al-ta’min al-tijari juga diperbolehkan”.

Dalam kesempatan lainnya dikemukakan sebagai berikut:4?
AN AE sl sl 5L A - B O Sy Gl ) e 5 - sl g T
?C‘vu{j cojby .,ﬁé 5\“:@& ‘ﬁ"t"d{j‘a)\py .,.’,zgjl?‘}}\ \j"t‘*’u{ﬁ
.5l s a3
Menurut pendapat saya, orang-orang yang mengharamkan asuransi komersial
dan sebaliknya membolehkan asuransi koperasi sama . seperti seorang
mengharamkan wakalah dengan upah hanya karena wakalah tanpa upah adalah
boleh, atau seperti orang yang mengharamkan sewa-menyewa hanya karena
diperbolehkannya akad pinjam meminjam, atau mengharamkan ja’alah hanya

karena diperbolehkannya sewa-menyewa, ataupun mengharamkan jual beli
hanya karena diperbolehkannya hibah.

Kedua kutipan di atas pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Artinya, Rafiq
Yinus Misrl sebetulnya melihat perbedaan antara 'asuransi sosial dengan komersial
ialah pada keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dengan perbedaan itu,
maka tidak ada‘salahnya perusahaan asuransi Islam menerapkan keuntungan dalam
asuransi komersial. Hal ini sama seperti_beberapa hukum yang ada dalam Islam,
misalnya proses jual beli dengan hibah; dijmana; keduanya memiliki perbedaan, yaitu
jual beli mempunyai keuntungan, sementara hibah tidak, begitu pun juga dalam akad
wakalah disertai upah dengan-wakalah tanpa-upah;~yang masing-masing hukum
tersebut ada yang mempunyai keuntungan dan bersifat komersial (perdagangan), dan
ada yang bersifat akad tabarru’ atau akad sosial. Hal ini juga berlaku dalam konteks
asuransi. Asuransi sosial tidak ada keuntungan, sementara asuransi komersial ada
keuntungannya, dan Rafiq Yinus Misrl menilai kedua-duanya diperbolehkan. Sebab
dalam Islam, mencari keuntungan tersebut diperbolehkan.>

Gambar 1. Perbedaan Pola Operasional Al-Ta’min Al-Ta’adwuni dan

47Al-Misri, Al-Khatar wa Al-Ta’min..., 52.
48A1-Misri, 52.

49A1-Misri, 103.

50A1-Misri, 103.

51Al-Misri, Figh Al-Mu’dmalat..., 278-279.
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Al-Ta’min Al-Tijari dan Hukumnya

5481 oult 3 el
b . . Asuransi
Asuransi Sosial .
Komersial
A d Sy S
Perusahaan Tidak Perusahaan
Mencari Untung ’ Mencari Untung
Ada atau Tidak Ada Untung,
Rafiq Ylinus Misri Menilai
Asuransi Tetap I
Diperbolehkan

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Bagi Misr1, akad asuransi ialah kontrak yang bertujuan menggapai keamanan dan
adanya kompensasi di dalamnya. Apa pun jenisnya, maka seluruh bentuk asuransi pasti
membutuhkan biaya, karena itu yang terpenting dalam aplikasi asuransi (sosial
maupun komersial) menurut Misr1 adalah untuk memenuhi kebutuhan, mencapai
keadilan, dan keseimbangan di antara kepentingan para pihak, baik penanggung,
tertanggung maupun bagi penerima manfaatnya:®?

Aspek yang masih diperselisihkan para ulama dalam menanggapi praktik
asuransi komersial adalah adanya kekhawatiran, atau anggapan yang menyebutkan
bahwa dalam praktik asuransi komersial tersebut memunculkan unsur riba, perjudian,
dan gharar. Di dalam konteks ini, Rafiq Yiinus Misr1 justru melihat di dalam asuransi
komersial tersebut tidak ada unsur riba dan perjudian. Namun, untuk gharar
(ketidakjelasan) dalam aspek pengelolaan premi masih bisa dianulir dengan
pertimbangan kemaslahatan umum.®® Di dalam penjelasannya, Rafiq menyebutkan,
bahwa dalam ta’min al-tijari tidak ada unsur riba, karena operasional perusahaan
asuransi harus menghindari riba, dan dalam proses pembayaran premi dan
pengambilan manfaat asuransi tidak ada unsur riba di dalamnya. Demikian juga dalam

konteks perjudian (maysir). Dalam akas asuransi komersial, pada dasarnya tidak ada

s2Al-Misri, Buhiis fi Al-Iqtisad..., 296-297.
53A1-Misri, 296.
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spekulasi adanya musibah di kemudian hari, akan tetapi biaya yang disetor dalam
bentuk premi justru sebagai bagian dari antisipasi kemungkinan musibah yang dialami
oleh nasabah. Di dalam praktiknya, asuransi komersial ini pula tidak ada praktik yang
benar-benar mengarah kepada perjudian. Adapun gharar (ketidakjelasan), Rafiq Yiinus
Misr1 justru menilai bahwa dalam akad asuransi komersial memang muncul gharar,
akan tetapi gharar tersebut dapat dieliminasi dan dianulir dengan pertimbangan untuk
kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat.>
Pandangan Rafiq Yinus Misri mengenai tidak adanya unsur riba, judi serta gharar
di dalam asuransi komersial tersebut dapat dipahami dari penjelasannya berikut:
K ua_mj\)\uj v\j,\{ (mbu( CJA&J\MML\;)KJ.ML» DMu‘J)‘WWUb
5> e 3 e 5 8 i T S 4 8 58 éw\ B 15 Tl o2 S
&% J\fojm il G duU\ 3 @“\ﬂ\ Qb e m\;}}\ 1855 Ry uuu Jjﬁ ol lsgad)
% 23 uu‘v\ﬂ-“‘“b el 225 e S 85 Uiy 1bsladl Jﬂ‘é‘@ﬁu\* Lass

Adapunriba (dalam akad asuransi komersial), kita menyingkirkannya (karena
kita.mendirikan perusahaan Islam, bukan berurusan dengan perusahaan yang
sudah ada), begitu pula perjudian murni, tetapi gharar menjadi mudah dan
dimaafkan di dalam menghadapikepentingan besar umat Islam, dan adapun yang
mengatakan bahwa gharar dimaafkan dalam donasi akan tetapi tidak dalam
transaksi untuk membenarkan asuransi sosial, maka dapat dijawab bahwa
donasi dalam asuransi keperasi juga bukan denasi murni, namun donasi dengan
harapan mendapatkan kompensasil-Dengan demikian, definisi yang benar dari
kontrak asuransi adalah “bahwa itu adalah <kontrak keamanan dengan
kompensasi.

Kutipan di atas menunjukkan.bahwa®Rafiq _Yunus Misrl sebetulnya menilai
praktik asuransi komersial yang jelas-jelas.ada unsur maisir, riba, dan gharar, maka
praktiknya dapat ‘dimodifikasi menjadi~akadsyariah, namun tetap dalam posisi
asuransi komersial ‘(asuransi untuk tujuan mengambil keuntungan). Di dalam
penjelasannya yang lain juga dinyatakan sebagai berikut:5¢

1. Adapun pernyataan bahwa ada riba di dalam asuransi, pendapatnya adalah
bahwa riba tidak melekat pada asuransi, karena premi asuransinya dapat
diinvestasikan dengan cara yang tidak riba, misalnya bagi hasil. Selain itu, premi
asuransi tidak dianggap sebagai pinjaman, sehingga jumlah asuransi dikatakan
riba jika melebihi premi asuransi. Riba di dalam pinjaman sudah jelas

diharamkan, namun di dalam praktik asuransi, pertambahannya tidak dijamin,

54A1-Misri, 296.
55A1-Misri, 296.
56Al-Misri, Al-Khatar wa Al-Ta’min..., 99-100.
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artinya bisa terjadi penambahan bisa juga tidak. Oleh karena itu, dalam akad

asuransi komersial ini, aspek yang bisa membuka peluang terjadinya riba dapat

dimodifikasi menjadi akad non riba, serta aplikasinya tetap selaras dengan
prinsip syariah.

2. Adapun pernyataan bahwa asuransi adalah perjudian, maka pada dasarnya
unsur perjudian ada di dalam permainan, dan asuransi bukanlah satu praktik
permainan, dan penjudi dalam perjudian menciptakan risiko, sedangkan
tertanggung di dalam asuransi komersial dilindungi dari risiko.

3. Adapun pernyataan bahwa ada gharar dalam asuransi, pendapat ini adalah
bahwa ada dua aspek gharar dalam asuransiy.yaitu gharar (ketidakjelasan)
hubungan di antara perusahaan asuransi dengan jumlah total tertanggung,
hubungan di.antara,perusahaan asuransi dengan masing-masing tertanggung
secara individual. Pada hubungan yang pertama, risikonya sangat berkurang
mengingat jumlahnya sangat besar. Adapun pada hubungan.yang kedua,
meskipun lebih berisiko, dipengaruhi oleh hubungan antara perusahaan dengan
jumlah total peserta, sehingga.risikonya.menjadi relatif lebih kecil. Kemudian,
dalam konsep hukum, unsur ghararini lebih dimaafkan di dalam donasi dari pada
dalam transaksi secara umum benar, dalam artian gharar lebih dimaafkan dalam
asuransi dan lebih mudah.””

Rafiq Yinus Misrl mengakui kebolehan ta‘min al-tijari sekiranya hanya dilihat
dari sudut pandang keuntungans saja. Namun begitu, dalam praktiknya, Misri juga
sebetulnya memberi syarat yang ketat;, yaituharus.terhindar dari unsur-unsur perusak
akad seperti gharar, riba, perjudian, dan lainnya.”® Khusus mengenai keuntungan di
dalam sistem dan pola operasional ta’min al-tijari, Rafiq Yinus Misri menilai bahwa
sekiranya perusahaan asuransi mengambil keuntungan yang wajar, moderat, serta
masih dalam kategori yang wajar, maka hal tersebut diperbolehkan. Misr1 memberi
beberapa contoh permasalahan yang awalnya umat Islam melarangnya, namun
sekarang sudah diperbolehkan, misalnya memberi upah kepada orang azan, imam,
penceramah, dan banyaknya praktik pada bank syariah yang mengakomodasi berbagai

bentuk akad. Ini semua sebagai imbangan terkait perkembangan zaman. Begitu pun

57Al-Misri, 99-100.
58Al-Misri, 51-52.
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dalam masalah ta’min al-tijari, juga bagian dari suatu kebutuhan zaman sekarang, yang
operasionalnya diperbolehkan meskipun perusahaan mengambil keuntungan.*

Rafiq Yionus Misri1 mendasari pendapatnya pada pemenuhan kepentingan
ataupun kemaslahatan bagi jalannya sistem muamalah kontemporer. Hal ini ia akui
dalam ulasan pendapatnya, bahwa asuransi—baik komersial maupun sosial—
keduanya memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam salah satu penjelasannya
dinyatakan berikut ini:

bl Qg\bj\ t.mn G Y felusly Bolad) b 4 o 5 ot O 131Gy

DA e 8 Je 3 (e kit RS, el el e 5 A el

© 05 58 g ABEYy

Dengan demikian, apabila para penelitimengakui bahwa asuransi memiliki fungsi

ekonomi dan sosial'yang sangat diperlukan oleh masyarakat Islam kontemporer

dan masyarakat yang lainnya, dan bahwa asuransi memenuhi kepentingan
mereka untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, maka akan

mudah untuk menjawab banyak keraguan dan keberatan yang.diajukan atas
asuransi tersebut (asuransi komersial).

Kutipan di atas pada dasarnya komentar dari Rafig Misri tentang adanya manfaat
dan kebutuhan yang sifatnya mendesak terhadap keberadaan asuransi (komersial atau
sosial), sehingga keberadaannya menjadi penting, /memberikan maslahat dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Atas/dasaritu makakeraguan atas legalitas asuransi
juga dengan sendirinya dapat dianulir. Artinya baik asuransi sosial maupun komersial,
kedua-duanya’ memiliki kemaslahatany(maslahah). Sistem asuransi (baik itu sosial
maupun komersial) ialah sebagai salah satu katalisator pengambilan risiko. Jika
seorang muslim kehilangan pekerjaannya, serta terkena pandemi atau bencana, ia tidak
ditinggalkan dengan sia-sia, tapi menerimabantuan, penghiburan dari masyarakat dan
negara. Saat ini, umat Islam tertarik untuk menemukan formula asuransi koperasi
modern yang tidak hanya mampu menjamin orang dari kemiskinan, juga dari bahaya,
mengembalikan mereka ke tingkat kekayaan dan efisiensi produksi.®*

Berdasarkan wuraian di atas, dapat diketahui bahwa Rafiq Yinus Misrl
berpendapat antara al-ta’min al-ta’awuni dan al-ta’min al-tijari memiliki kesamaan
tujuan, akan tetapi yang membedakannya hanya pada motivasi atau tujuannya, yaitu

al-ta’min al-ta’awuni tidak mencari keuntungan, dan sepenuhnya dilaksanakan dengan

59Al-Misri, 52.
60Al-Misri, 54-55.
61A]-Misri, Usul Al-Igtisad..., 116.
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akad sosial akan tetapi untuk kategori al-ta’min al-tijari, perusahaan asuransi hendak
mencari keuntungan dari akad yang dilakukan.

Pandangan Rafiq Yinus Misri di atas justru berbeda dengan pandangan
mayoritas ulama kontemporer. Misalnya, pandangan Wahbah Al-Zuhaili, menyebutkan
perjanjian asuransi komersial termasuk akad spekulatif atau untung-untungan,
khususnya di dalam praktik yang diterapkan perusahaan asuransi dengan premi dan
pembayaran uang tetap. Perjanjian asuransi dewasa ini termasuk akad al-mu’awadah
al-maliyah atau pertukaran harta, dan ganti yang diberikan pihak perusahaan asuransi
kepada anggotanya bukanlah suatu derma.®* Akad spekulatif dalam asuransi komersial
ini masuk dalam kategori akadgharar, yaitu mengandung unsur penipuan, risiko, tidak
jelas dan tidak pasti. Karena di dalam waktu akad tidak diketahui berapa kadar harta
yang diserahkan dan didapatkan oleh masing-masing /pihak;, alasannya bahwa
terkadang anggota baru mengikuti asuransi dan baru membayar premi asuransi sekali,
kemudian ia.mengalami satu insiden/risiko. Sebaliknya, bagi anggota yang telah lama
bergabung dengan pihak perusahaan asuransi serta berkali-kali membayar premi, akan
tetapi ia belum dan tidak mengalami insiden.®® Untuk itu, dalam kesimpulannya, Al-
Zuhaili menyatakan bahwa asuransi komersial ialah haram. Keharaman asuransi
komersial ini disebabkan oleh akadnya, yaitu mengandung unsur gharar dan unsur riba.
Unsur gharar di dalam asuransi komersial ini sama dengan unsur gharar pada akad jual
beli gharar, dimana unsur ketidakpastian itu terletak pada akadnya yang spekulatif,
yaitu untung-untungan. Perjanjian asuransi‘jenis ini-ada dua kemungkinan, mungkin
ada dan juga mungkin tidak terkait risike 'yang.dihadapi. Unsur gharar pada asuransi
komersial dinilai sangat berat, bukan sedang apalagi ringan karena elemen dasar
penyangga asuransi adalah risiko-dan insiden sementara risiko dan insiden tersebut
masih bersifat kemungkinan.®*

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Al-Zuhaili (saudara/adik
dari Wahbah Al-Zuhaili), yang menyatakan bahwa ta’min al-tijari, merupakan asuransi
konvensional yang sifatnya komersial di mana pelaksanaannya memang diperuntukkan
untuk bisnis keuntungan perusahaan. Konsep ta’min tijari tersebut haram secara

syarak. Karena didalamnya memunculkan banyak aspek yang melanggar nilai syariah

62Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, Jilid 6, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
(Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 79.

63A1-Zuhaili, 79.

64Al-Zuhaili, 80.
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misalnya gharar (ketidakjelasan) yang keji, ghaban atau tidak linier dan tidak seimbang
di antara premi yang dibayarkan dengan keadaan yang akan diterima. Selain itu juga
mengandung unsur riba, gimar atau perjudian, pembodohan. Semua hal ini menurut Al-
Zuhaili bagian dari unsur yang merusak akad asuransi komersial.®

Selain itu, pandangan Yusuf Al-Qaradawi,*® Muhammad bin Salih Al-Usaimin, Abu
Zahrah, danlainnya yang intinya menyebutkan bahwa asuransi komersial konvensional
dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, lantaran
adanya unsur riba, judi, dan gharar di dalamnya. Pendapat ini berbeda dengan
pendapat Yinus Misri seperti telah dikemukakan sebelumnya. Bagi Misri, khusus al-
ta’min al-tijart dalam penilaiannya tidak memunculkan riba, dan judi. Ulama yang
memandang adanya riba dalam asuransi komersial memandang riba bisa muncul dari
praktik investasi dana premi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, yang dana
tersebut diinvestasikan pada instrumen keuangan yang menghasilkan bunga (riba).
Namun begitu anggapan ini justru dibantah oleh Rafig Misri dengan menyatakan bahwa
lalu lintas'investasi dana peserta dilakukan untuk perusahaan yang berbasis syariah. Di
sisi lain, ulama yang memandang adanya unsurjudi karena ada spekulasi kemungkinan
ada tidaknya musibah atau risiko, sehingga hal ini bagian dari spekulasi perjudian.
Tetapi Rafiq Misrl menilai tidak adanya wnsur perjudian, yang ada hanyalah
pertanggungan risiko di antara satu peserta dengan peserta lainnya. Adapun unsur
gharar (ketidakjelasan baik di dalam investasi dana atau pada, risiko), Misri
mengakuinya, karena memang ada unsur.gharar di'dalam asuransi komersial. Akan
tetapi unsur gharar di dalam asuransikomersial:sama seperti asuransi sosial, dan unsur
gharar ini dapat dianulir dengan mempertimbangkan aspek yang lebih besar, yaitu

kemaslahatan masyarakat secara luas:

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan,
yaitu: Pertama, konsep asuransi mencakup dua jenis, yaitu ta’min al-ta’awuni (asuransi
sosial) dan al-ta’'min al-tijari (asuransi komersial). Kedua, konsep asuransi (baik sosial
maupun komersial) merupakan konsep hukum yang baru, sehingga perbincangan

status hukumnya hanya dijumpai dari kalangan ulama kontemporer (mu’asirah).

65A1-Zuhaili, Al-Ta’min ‘ala Al-Duyiin...,, 14.
66Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram..., 409-10.
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Ketiga, ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum asuransi. Sebagian ulama
memandang bahwa baik asuransi komersial atau asuransi sosial tidak
diperbolehkan/diharamkan. Sebagian ulama lainnya memperbolehkan asuransi sosial
dan melarang asuransi komersial. Selain itu sebagian lainnya memandang baik asuransi
sosial maupun komersial keduanya boleh secara hukum. Keempat, Rafiq Yinus Misri
merupakan salah satu ulama yang setuju atas asuransi komersial. [a menganulir
pandangan yang menolak asuransi komersial, karena anggapan adanya riba, maisir dan
gharar dalam asuransi tersebut keliru. Aspek pembeda antara asuransi sosial dan
asuransi komersial hanya pada motivasi memperoleh untung (ribh). Atas dasar itu,
Rafiq Yinus Misri menilai perusahaan asuransi boleh.mengambil keuntungan dalam
asuransi komersial. Dasar’ pertimbangan yang digunakan Rafiq Yinus Misri adalah
kemaslahatan (maslahah), Dalam kontrak asuransi komersial memberikan manfaat
dan kemaslahatan, bukan hanya kepada para peserta yang mengikuti program

asuransi, juga’kemaslahatan bagi perusahaan yang mengelola dana asuransi.
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